
Bupati Cumedang

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 27 TAHUN 2006

TENTANG

PEDOMAN PENILAIAN KINERJA UNIT PELAYANAN PUBLIK

PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

nimbang bahwa dalam rangka mendorong upaya peningkatan kualitas
2.

peiayanan publik, perlu dilakukan penilaian kinerja unit

pelayanan publik
di lingkungan Pemerintah Kabupaten

Sumedang

b. bahwa agar penilalan kinerja unit pelayanan publik dapat

berjalan secara objektif, transparan, dan optimal maka periu

disusun pedoman penilaiannya;

C. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud pada

huruf a dan huruf b di atas, Pedoman Penilaian Kinerja Unit

Pelayanan Publik perlu ditetapkan dengan PeraturanBupati;

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan

Daerah Kabupaten dalam lingkungan Jawa Barat (Berita

Negara tanggai8Agustus 1950);

agingat

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok

Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah

diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999

(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 3890);

3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun

2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389):



Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah (Lombaran Nogara Tahun 2004 Nomor 125,Tambahan

Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana teiah diubah

dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang

Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi

Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran

Negara Tahun 2004 Nomor 125,Tambahan Lembaran Negara

Nomor 4438):

Tahun 2000 tentang6. Peraturan Pemerintah Nomor 25

Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai

Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor

tentang
Pedoman Umum

63/KEP/M.PAN/7/2003

Peyelenggaraan Pelayanan Publik;

8. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor

118/KEP/M/PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penanganan

Pengaduan Masyarakat Bagi
Instansi Pemerintah;

9 Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor

25/KEP/M/PAN/2/2004 tentang Pedoman Penyusunan indeks

Kepuasan Masyarakat Instansi Pemerintah;

10. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor

26/KEP/M/PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi

dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

Aparatur Negara
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan

Nomor PER/25/M PAN/05/2006 tentang Pedoman Penilaian

Kinerja Unit Pelayanan Publik;

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara12. Peraturan

Nomor PER/26/M.PAN/05/2006 tentang Pedoman Penilaian

Kinerja Pelayanan Publik Dalam Rangka Pelaksanaan

KompetisiAntarKabupaten/Kota;

13. PeraturanDaerah Nomor 48 Tahun 2000 tentang Kewenangan

Pemerintah Kabupaten

Kabupaten Sumedang Tahun 2000 Nomor 65 Seri D.42):

Sumedang (Lembaran Daerah

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI SUMEDANG TENTANG PEDOMAN

PENILAIAN KINERJA UNIT PELAYANAN PUBLIK PEMERINTAH

KABUPATEN SUMEDANG

enetapkan



BAB

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam PeraturanBupati ini, yang dimaksud dengan:

Daerah adalahKabupaten Sumedang

2. Pomerintah Daorah adalahPemerintah Kabupaten Sumedang

Bupati adalah Bupati Sumedang.3

4. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkalan kegiatan

dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar sesuaídengan hak

hak sipil setiap warga negara dan penduduk atas suatu barang.

jasa dan atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh

penyelenggara pelayanan publik.

5. Standar Pelayanan adalah suatu tolok ukur yang dipergunakan

sebagai pedoman penyelenggaraan palayanan dan acuan

penilaian kualitas pelayanan sebagai komitmen atau janji darí

penyelenggara
memberikan pelayanan yang berkualitas

pelayanan kepada masyarakat
untuk

6. Standar Operating Procedure (SOP) adalah panduan dalam

melaksanakan kegiatan.

7. Penyelenggara Pelayanan adalah penyelenggara negara,

penyelenggara ekonomi negara dan korporasi penyelenggara

pelayanan publik, serta lembaga independen yang dibentukoleh

pemerintah.

8. Instansi Pemerintah adalah Instansi Pemerintahan Daerah

termasuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan

Layanan Umum (BLU)

Pembina Teknis Pelayanan adalah instansi yang mempunyai9.
tugas dan fungsi melakukan pembinaan teknis terhadap unit

peiayanan sesuaidengan peraturan Perundang-undangan yang

berlaku.

10.Unit Pelayanan Publik adalah instansi pemerintah termasuk

BUMD dan BLU yang secara langsung memberikan pelayanan

kepada penerima layanan.

11. Kinerja Unit Pelayanan Publik adalah tingkat keberhasilanunit

pelayanan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

12. Unit Pelayanan Publik Terbaikadalah unit pelayanan yang telah

dinilai dan ditetapkan sebagai unit pelayanan yang mempunyai

kenerja terbaik berdasarkan keputusan Tim Penilai.

13. Tim Penilai adalah tim yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah

14. Pemberi Peiayanan adaiah pejabat atau pegawai pemerintah

daerah yang melaksanakan tugas fungsi pelayanan publik

sesuaidengan Peraturan perundang-undangan.



15PanemaPaya alahorang manyarakat badan hukum
santdo staspemerinta daarah

6i Peieyaan mdalah seglia bieye dengan nama atau
sebuta apapun, yang besaran dan tata cara pembayarannya

atapkan olah pajabat yang benuenang sesuai katentuan

peiraturan perundang-undangan

BAB

PENILAIAN KINERJA UNIT PELAYANA N PUBLIK

Pasai2

(1) Guna mengetahui gambaran kinerja unit pelayanan publik

dilakukanpenilaian.

(2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini,

dilakukan terhadap kelembagaan, kepegawaian, tata laksana,

aiuntabilitas, dan peilayanan

3) Pedoman dan formulir-formulir penilaian kinerja unit pelayanan

publk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini

tercantumdalam lampiran PeraturanBupati ini.

BABI!

MAKSUD, TUJUAN, SASARAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal3

Bagian Kosatu

Maksud dan Tujuan

(1) Maksud pedoman penilaian kinerja unit pelayanan publik ini

sebegai acuan bagi
Tim Penilai dalam menilai kinerja unit

pelayanan publik di

Sumedang

lingkungan Pemerintah Kabupaten

(2) Tujuan pedoman penilaian kinerja unit pelayanan pubiik ini,

untuk mewujudkan penilaian kinerja unit pelayanan publik yang

obyektif dantransparan

Bagian Kedua

Sasaren

Pasal4

Sasaran pedoman ini adalah terlaksananya penilaian kinerja unit

peliayananpublikguna memperoleh unit pelayanan yang memiliki

knerja terbalik



Bagian Ketiga

Ruang Lingkup

Pasal5

Ruang lingkup penilalan unit pelayanan publlk adalah penilaian

terhadap kinerja unit pelayanan publik yang meliputi Visi dan atau

misi serta moto pelayanan, sistem dan prosedur pelayanan,

sumberdaya manusia (SDM) pelayanan, sarana dan prasarana

serta penilaian oleh masyarakat secaralangsung

BAB IV

TIM PENGARAH DAN TIM PENILAI

Pasai6

Untuk melaksanakan penilaian kinerja unit polayanan publik

dibentukTim Pengarah dan Tim Penilal.

Pasal 7

(1) Susunan Tim Pengarah terdiri dari:

:Bupati
Wakil Bupati

Sekretaris Daerah

Ketua

Wakil Ketua

Sekretaris
1. Kepala Badan Pengawasan Daerah

2. Kepala Badan Kepegawaian Daerah

3. Kepala Bagian Hukum
Setda

4. Kepala Bagian Pemerintahan
Setda

5. KepalaBagian Keuangan
Setda

Anggota

(2) Tim Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasai ini

mempunyai tugas menentukan unit pelayanan publik yang

mempunyai kinerja pelayanan terbaik untuk selanjutnya

ditetapkan
oleh Bupati.

Pasal8

(1) Susunan keanggotaan Tim Penilai terdiri dari ketua, sekretaris,

dan anggota yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(2) Tim Penitai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini

mempunyai tugassebagai berikut:

a. menyeleksi dan menilai unit pelayanan secara langsung di

iapangan
b. melakukan tabulasi dan evaluasi hasi! penilaian melalui

formulir penilaian untuk ditetapkan dalam Keputusan Bupati

yang selanjutnya disampaikan kepada Gubernur melalui

Tim Penilai Provinsi.

BABV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal9

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang

mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan

Peraturantersendiri



Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggalditetapkan.

Ditetapkan
di Sumedang

pada tanggai 26 Juni 2006

F SUMEDANGP
URDONO



RATT UMEDANANG
Nomor

Tanggat

Tanlang

R7 ahan 2006
P6 Junt 2006

PEDOMAN PENILAIAN KINERJA UNIT PELATA
PUBIK PI ME RINTAH KARUPATENSUMEDAHG

PEDOMAN
PENILAIAN

KINERJA UNITPELAYANAN PUBLIK

Pendahuluan

Penyelen9garaan pelayanan pubik yang dilakaanakanoleh aparatur pemerintandalam berbagai kriloria peiayanan torutamayang menyangkut pemenuhan hak-hasipil dan kebutuhan dasar masih dirasakan belum sesuni dengan tuntuten den
harapan masyarakat dan dewasa ini telah menjadi isu strategis, karena tingkat
kualitas knorja polayanan pubtt yang diberikan oleh aparatur pemerlntah akan

menentukan balk
Buruknya polayanan kopada masyarakat dan pada gilirannya

akan menentukan citra dari aparaturpemerintah itu sendiri Hal ini bisa diketahur
antara lain dari banyaknya pengaduan koluhanyang disampaikan oloh masyarakat
melaiui media masa maupun langsung kopada unit polayanan, baik menyangkut
sistem den prosedur pelayanan yang masih

berbelit-belit, tidak transparan, kurang

informatif, kurang akomodatif dan kurang konsisten sehingga tidak menjamin

kepastian waktu dan biaya, serta masih adanya praktek pungutan tidak resmi.

Sejalan dengan meningkatnya kesadaran berbangsa, bernegara dan

bermasyarakat sorta adanya tuntutan refomasi penyelenggaraan pemerintahan

dan pembangunan bolakangan ini porsopsi masyarakat torhadap polayanan bahwa

untuk mendapatkan pelayanan yang baik merupakan hak mansyarakat dan

sebaliknya bagi aparatur berkewajiban memberikan pelayanan dan pengayoman

kepada masyarakat.

Sehubungan dengan itu, langkalh strategis untuk mendorong perbaikan dan

peningkatan kualitas pelayanan pubik periu dilakukan meialui pembenahan

borbagai aspok, antara lain kolombagaan, kopogawaian, tatalaksana, akuntabitas

dan pengawason guna menghasilkan pelayenan publik yang prima yaitu pelayanan

yang cepat, tepat, murah, aman, berkeadilan dan akuntabel dengan memberikan

stimulasl, somangat porbalkan dan novasl polayanan serta molakukan ponilatan

untuk mengetahui gambaran kinerja yang obyektif dari unit pelayanan.

Guna mengetahui gambaran kinerja Unit Pelayanan Publik yang obyektif diperiukan

pedoman penilaian yang antara lain memuat kriteria dan mekanism ponilaian yang

olas dan transparan. Bagi
unit Polayanan

Publik yang dinilai mempunyai kineria

pelayanan terbaik akan diberikan penghargaan
oleh pemerintahdaerah



Melode Penilals

A Tata Cara F'onilaian

Belekal
Administralif

Rangkalan
kegiatan

penelilian
terhadap

kelengkapan berkas usulan y
masuk

Penilaian lapangan

Rangkalan koglatan
penelitlan

kopada calon unit
pelayarnan putlk tortair

untuk
memperoleh

data/lnformasi yang
diperlukan dalam

penilaiarn
Pelaksanaan penilaian

dilakukan secara
terbuka darn

obysktif oieth urnsur
masyarakat

pengguna
pelayanan dan

dibantu oleh Tim Penilai danKamenterian Nogara PAN
sebagaimediator dan

fasilitatorLangkah-longkah penilaian
adalahsebagoiberikuta.Melakukan

observasl
yaitu

kunjungan
pengamatan pada calon UniPolayanan Publik

Torbalk
socara

langsung, molakukan ldsntifikasisemua komponen
polayanan yang akan dinilai dan memberikarnassesment

terhadapkinerja pelayanan yang telah
diperoleh calon Unit

Pelayanan Publik
Torbaik

b.Melakukan survey dengan monyebarkan kuisioner kopada masyarakat
penggunn pelayanan untuk diisi secara

langsung dengan dipandumelalul wawancara oleh Tim Penilal.

c.Melakukan wawancara mendalam dongan pimpinan unit
pelayanan, dan

atau pihak lain yang memiliki ketorkaitan dan mencari datainformasi lain

dari sumber sekunder baik berupa pendapat, laporan, pengaduan dan

tomuan-tomuan lain.

B. Instrunmen Ponilaian

Instrumen penilaian terdiri dari 2(dua) form,yaitu

1. Form A,digunakan oleh Tim Penilai untuk assesment melalui obsorvasi

2. Form B, instrumen ini morupakan penilaian dari hasil pengukuran Indeks

Kopuasan Masyarakat (IKM) se5uai keputusan Men.PAN Nomor

KEP/25/M.Pan/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indek

Kepuasan Masyarakat Unit Palayanan Instansi Pemerintah. Tim Penilai

wajib melaporkan hasil surveyIKM unit pelayanan yang diusulkan kepada

Tim Penilai Provinsi pada saatpenilaian lapangan

Aspek-aspek yang menjadi objek penilaian mencakup komponen dari kriteria

penilaian meliputi

C. Komponon dan Kriterla Ponilalan



sayarann
Komponen ini

berkaitan
dengan visisidan atau

misi, serta motto
pelayanan

yang emotivasi
pegawai untuk

memberikan
pelayar

ponilalan untuk
komponen Ini

mollputVisi dan atau misisertamotto
pelayanan

yang mem

arnan terbaik. Kriteria

b.
Kemampuan visi dan atau misi

serta moto
peiayanan dipanoarg

mampu memotivasi
pegawai untuk

memberikan
pelayananterair.

peiayanan dipandang
c. P

Pengumuman dan atau misi
serta motto

pelayanan secara
to

secara terbukakepada
masyarakat

pengguna
pelayanan.d Janji layanan

2. Sistem dan
Prosedur

Komponern ini berkaitan
dengan sistemdan

prosedur-prosedurbaku yargdibentuk baik secara
internal untuk

mendukung pangeiolaan pelayananyang efektif dan efisien
maupun socara

oksternal untuk memberikankepuasan kepada
masyarakat

pengguna pelayanan. 6istem dan
prosedur

baku internal
meliputi antara lain Standar

OperatingProcedure (SOP)pengelolaan
berkas/dokumen,

pangelolaanpegawai, pengelolaankaluhandan
pengelolaan mutu

pelayanan. Sedangkan sistem prosedur bakueksternai meliputi antaralain:
standaryang meiiputi unsur-unsurprosedurpolayanan. persyaratan,biaya/tarif,waktu

pelayanan,mutu palayanan danmekanisme pengaduan keluhan

Kriteria
penilaian untuk sistem dan

prosedurinternal meliputia. Prosedur
totap/Standar Oporating Procoduro (SOP) atau standar

pelayanan.

b. Sistem pengeiolaan berkas/dokumen.

c. Penerapan ISO dalam
penyelenggaraan pelayanan publik.

d.
Sistem/prosedur pengelolaanpengaduan masyarakat.

e.Sistem pengelolaan mutu
pelayanan

f.Uraian tugas yangjelas.
g.Standar pelayanan yang diketahui secaraterbukaoleh masyarakat.
h. Kelayakan biaya/tarif pelayanan yang dikenakan layak.

i. Standar waktu untuk penyeiesaianpeiayanan.

Standar kualitas pelayanan yang berfungsi secara
baik.

k. Mekanisme dan sarana pengaduan keluhanyang berfungsi dengan baik.
LTingkat keterbukaan informasi

pelayanan kepada masyarakat
3. Sumber daya Manusia (SDM) polayanan

Komponen ini berkaitandengan profesionalisme pegawai yang meliputi

sikapdan perilaku, keterampilan,kepekaan dan kedisiplinan.



wwtatia
peniaian untuk

komponen ini

meliputi
a Adannya

pedoman internal
tentang

sikap dan
perilaku

dalam memberikan
pelayanan) aku

(etika pegawarb.Sikap
perilaku

pogawal dalam
momberlkan

polayanan o
masyarakat.

da

CKedisiplinanpegawai dalam
memberikan

pelayanankepada
masyaraka

d.Tingkat
kepekaan/respon dalam

memberikan
pelayanan kopada

masyarakat.

e. Tingkat
keterampilan

pegawai dalam
memberikan

pelayanan kepada
masyarakat

t. Kebljakan

keterampilan
profesionalisme pegawai dengan tujuan meningkatkan

pengembangan
pegawai dalam

rangka peningkatan

kualitas
pelayanan kepada

masyarakat.4 Sarana dan Prasarana

Komponen ini
berkaitan

dengan daya guna saranadan
prasarana yangdimiliki

Kriteria
penilaian pada komponen ini

meliputia.
Optimalisasi saranayang digunakanuntuk

proses pelayanan.b. Kenyamanan sarana
pelayanan yang tersedia kepada masyarakatpengguna (perhaikan

kebersihan, kosederhanaan, kolayakan dan
kemanfaatan)

c.Sarana pengaduan keluhan yang berfungsi secara
efektif

D. TeknikPenilaian

1. Penilaian ierhadapunit pelayanandidasarkan pada hasii
perhitungan jumiah

angka penilaian pada form A dan formB
2.Perhitunganangka penilaian untuk form A dilakukan dengan cara

a.Membuat nilai rata-rata indikator pada setiap komponen yang dinilai

b.Mengalikan nilai rata-rata dimaksud dengan bobot
masing-masing

komponen.

c. Menjumlahnkan nilai setiap komponen untukk memperoieh penilaian

keseiuruhanuntukform A.

3.
Perhitunganangka penilaian untuk form Bdilakukan dengan cara

a.Menjumiahkan nilai yang diperoleh setiap komponen penilaian

b.Membuat nilai rata-rata komponen untuk memperofeh penilaian

keseluruhanuntukform B.



Selain 2 (dua)
penilaian yang

diperoieh melalui formorm A dan form B. penilaian

lainnya yang diperoleh

unit
pelayananjuga

didasarkan atas
informasi

penting

di
lapangan.

5.Format form Adan formB
terdapat pada

lampiran
pedoman ini

6.
ngolahan hasil

penilaian
lapangan daridinyatakan sebagai unit

peiayanan
publik harus

form A dan form B yang
s sesuai dengan kategori

jenis-jenis polayananyang
diselenggarakan. Hasil

pengolahan data aarn
informasi

selanjutnya
dijadikan bahan masukan untuk Tim Pengarah dalam

sidang
penetapan Unit

Pelayanan Publik
Terbaik. Calon Unit

Pelayanan
Publk Terbalk

dinyatakan sebagal
pelayanan publik terbalk

jika memenunt
standarnilai

a.91-100,
kategori nilai

"terbaik",berhak
mendapat Piala Citra Pelayanan

Prima,
sedangkan

b.81-90,
kategori nilai

"baik", berhak
mendapat Piagam Penghargaan.

7.Penetapan Unit
Pelayanan Publik Terbaik melalui sidang Tim

Pengarahdengan
mempertimbangkan,

menyepakatidan memutuskan hasil seleksi unitpelayanan untuk
ditetapkan menjadi Unit

Pelayanan Publik "Terbaik" dan"Baik",
ditetapkan melalui

KeputusanBupati. Keputusan hasil
penilaian akhirbersifat mutiakdan tidak dapatdiganggugugat

E. Pelaporan Penilaian

Sebagai tindaklanjut dari
penilaian lapangan, Tim Penilai wajib membuatlaporan hasil

penilaian. Adapun format
laporan sebagaimana termuat dalamlampiran pedoman ini.

I Penghargaan

Penganugerahan penghargaan berupa piala dan piagam dilakukan oleh
Bupatidalam suatu upacara yang disiapkan oleh

EBagian Organisasi Sekretariat Daerah
Kabupaten Sumedang.

IV.
Lain-lain

Untuk mendukung kelancaran dalam melaksanakantugas penelitian dan penilaian
unit pelayanan publik calon percontohan, maka setiap anggota Tim Penilai wajib

mentaati dan menggunakan instrumen penilaian ni dengan
sebaik-balknya dan

melaksanakan penilaian secara objektif serta bekerjasama dengan sesama

anggota Tim Penilai.
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Form B

Formulir Penilaian Unit
pelayanan Oleh Masvarakat

(Penilaian
Iapangan)

DATA
MASYARAKAT (REPONDIEN) Diis

Dlingkar� Kode angka sesua1
Jawaban

masyarakat responden) Oleh

petugas

Nomor Responden

Tahun

1

aki-lan 2 Perempuanjenis Kelamin

SDKebawah 4 DI-D3-D4
2 SLIP 5 S-1Pendidikan Terakhir

SILA 6.S-2 Ke Aus

1PNSINIPolr
2 Pegawai Swasta

3 Wiaswasta Usahawan

4 Pelajar/Mahasiswa

5.LainnyPckerjaan ltama

NAMA

NIP

DATALAIN



h



r



Ilasil

penilaian Form A
danB(ntuk

masing-niasing unit

pelayanan)

nil pelasinan

h P'el.1n

Pelayanan 13UNIN

Pelayanan 131MD
Pelayaan nit

Pelay ananPusatUnit
Pelayanan Penda

nlaan TOm \

nilaan h orm 3
In:ak an IK M

Fon132

Pala
Piugam

Cungulan'PPT

Tim Penilanan

Unit Pelavanan Publik Terbaik

Tahun 20%06



LAPORAN HASIL PENELITIAN DAN PENILAIAN
LAPORAN

UNIT PELAYANAN PUBLIK TERBAIK

Sumedang

Jawa Barat

Kabupalen

hovns

/nit
Pelayanan

yangdinilai

2.

3

A.

Tim Penilai

Koordinator/Ketua

Sekretaris/Anggota

Anggota
1.

A.
PA

BUPATI sUMEDANG

DONMURDONO


